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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 26& TAHUN 2011
TENTANG

PEMEINAAN DAN PENGAWASAN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka mengadakon pembingan dan pengawnsan pembuangan limbah
cair padn tempat-tempat umum dan sebagai upaya untuk pengendalian pencemarnn
kualitas air, maka perfu merubah dan meninjau kembali Peraturan Dacrah Kota
Palembang Momor 27 Tahun 2002 tentang Pembinasn dan Retribusi Pemberian Lzin
dan Pembusngan Limbah Cair, guna discsusiken dengan ketentin peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi ;

bahwi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &, perdu
membentuk Peraturan Daerah Kode Pabembang tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pembuangan Linbah Cair,

Undang-Unclang Momor 28 Tahun 1959 tetang Pembentukan Dacrah Tingkat 11 Tan
Kotapraja di Suvamaters Selaan (Lemboagn Megara RI Tahun 1959 Momor 73,
Tambahan Lembaran Megara B Momor 1821).

Uindang-Undsng Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
{Lembaran Megara BRI Talun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negoma RI
Nomor 2043%

Undang-Undang Momor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Megara Bl Tahun 1981 Momor 76, Tambahan Lembaran Negara R1 Momor 3209);
Undang-Undang Momor 5 Tahun 194) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemmva (Lembaran Megara R1 Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Megara RI Momoar 3419);

Undang-Undang Momor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air {Lembaran Negara
RI Tahun 204 Nomaor 32, Tambahan Lembaran Negara BRI Nomor 4377
Undang-1ndang Momor 32 Tahoun 2004 tentang Pemerintahan Deerah {Lembaran
Megara BRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lensbaran Negara BRI Nomor 4437)
sebagaimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 temtang
Pemerintahan Dwaersh ({lLembaran Megara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Megara Bl Nomor 4844 );

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antars
Pemerintah Pusat dan Pemenntahen Dacrah (Lemboarsn Negana BRI Tahon 2004 Momor
126, Tambahan Lembaran Megara Rl 4438);

Undang-1ndang Momor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
{Lembaran Negara BI Tehun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Megara RI
Momor 5049);

Undang-Undang Momor 32 Tahen 2009 tetang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Megara RI Tahun 2009 MNomor 140, Tambahan
Lembaran Megara Bl Nomor 5059);
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10, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratusan Perundang-
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(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 52347;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Megara RI
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negars RI Nomor 3258) sehagaimana
telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 58 Tahun 2010 tentang Pervbahan
ates Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran MNegara RI Tahun 2010 Nomer %0,
Tambahan Lembaran Negara RI Momar 5143)
Peraturan Pemerintah Memor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara BRI Tahun 1999 MNomor 31, tambahan
Lembaran Negsra RI Nomor 3815) sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Megara RI Tahun 1999 MNomor 190, Tambshon Lembaran RI
Nomor 3910},
Peraturan Pemerintah Nomor &2 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencernaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomer 153,
Tambahan Lembaran Megara RI Momor 4161);
Peraturan  Pemerintah Momor 38 Tehun 2007 tentang Pembagiaon Urgsan
Pemerinishan antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi, dan Pemerintahan
Dacrah Ksbupaten®ots {Lembaran Negara R Tabun 2007 Momor 82, Tambahan
Lembaran Megam RI Momor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentong Sungai (Lembaran Megara RI
Tahun 2011 Nomaor 74, Tambahan Lembaran Megara Bl Momor 5230,
Peraturan  Dacrah  Kota Palembang Momor 6 Tahun 2008 temtang Urusan
Pemerintzhan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
MNomaor 6);
Peramran Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pambentukan,
SBusunan Organisesi dan Tata Kerja Lembaga Tekniz Daerah Kotn Palembang
{Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tabun 2010 tentang Dokumen
Lingkungan Hidup (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tabun 2000 Momaor 6.

Dengan Persciujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
FEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

e L fod =

Daerah adalah Kota Palembang,

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Badan Lingkungan Hidup yang sclanjutnya disingkat BLH adalah
Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Fota Palembang,
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkai SKPD adalsh Satuan
Eerjn Perangkat Diaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang,

- Badan adalah sustu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan ussha millk Wegara atav daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya,

Badan Pencrima adalah tempat dan wadah-wadah yang terdapat di atas permukaan
tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa, saluran pembuangas dam lobang
galian,

Pengolahan adalsh upayas dalam rangka meningkatkan kualitas limbah cair schingga
tercapai kualitas limbah cair sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan,

. Pembuangan adalah kegiman mengalirkan atau membuang limbah cair ke Badan

Pénerima dalam jurnlah tertentu,

lzin Pembuangan Limbah Cair vang selanjunya disebut lein adalsh izin yang
diberikan bagi kegintan-kegiatan ussha yang membuang limbah cair ke Badan
Penerima.

Limbah adalah sisa sustu ussha dan/atan kegiatan

Limbah Cair adalah setiap bahan hasil sampingan kegistan ekonomi atau proses
produksi atay permukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam
Badan Penerima yang dalam jumlah atau kandungan dan cara tertento
yang mengakibatkan pervhahan kualitas Badan Penerima.

Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dari jumlah unsur pencermnaran
yang ditenggang dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan
tertentu.

Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari Badan Penerima dan
terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini uir yang
terdapat dibawah permukaan tanah,

. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan fzin

pengolahan limbah cair dari kegiatan usaha,

. Dumping (pembuangan) limbah cair adalah kepiatan membuang, menempatkan dan

(atau memasukkan limbah cair dan / atau bohan cair dalam jumlah, keonsenirasi,
waktu don lokasi terenty dengan persyaratan terentu ke media linglungan hidup
tertentu,

Kawasan Pemukiman adalah kawasan tempal pemussan  pemukiman  yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjeng vang dikembanpkan dan
dikelolah oleh perusahasn yang telah memiliki Gin usaha kawasan pemukiman baik
dalam klaster, apartemen, kondominium dan asrama.

Eawasan Komersial sdalah kawasan tempat pemusatan perdagangan, perkantoran,
olah rage dan je=a lzinnya yang dilengkapi dengan prazsrsma dan sarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelolsh oleh perusahzan yang telah memiliki ijin usaha
kewwasan komersial.

Kawasan Industd adalah kawasan iempat pemuosatan kegiatan indusini vang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang vang dikembangkan dan
dikelolah oleh perusahaan kawasan industr vang telah memiliki ijin usaha kawasan
inddustri,

Kawasan Khusus adalah kawasan strategis yang dilengkapi dengan prasarana dan
suram penunjang veng dikembanghkan dan dikelolah oleh perusshaan yang telah
memiliki ijin usaha kawasan khusus,

. Fasilitas Umuom adalah fasilitas vang disediakan untuk kepentingan umum yang

dikembangkan dan dikelolah oleh perusahaan yeng telah memiliki ijin.

Fasilitas Sopsial adalah fasilitas yang dibutubken masyarakal dalam lingkungan
pemukiman.

Pembinman adalah wpoya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan atag
kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pemboangan limbah cair dari suatu
kegiatan usaha.

Penpawasan  adalah  tanppung  jawabdkewsjiban  Walikota  sesuai  dengan
kewenangannya dalam mengowasi ketastan penanggung jawab usaha dan‘atau
kegiatan terhadap izin lingkungan.
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26. Pemeriksan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
pengguniin izin pembuangan limbah cair.

27, I"Enynd.i!‘.ln tindak pidana adalah scrangkeian tindakan yang dilakukan Penyidik
Pegawai MNegen Sipil yang sclajminya disebut Penvidik untk mencari dan
mengumpulkan bukti untuk membuat terang lindak pidana dibidang pembuangan
limbah cair

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Paszal 2

(1 Pm:::mn tertmdap kegiatan pembuoangan limbah cair dimaksudkan sebegai upaya
pemberian arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegistan pembuangan limbah
cair ke Badan Pencrima, e

{2) Pengawasan terhadap kegiatan pembusngan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya
untuk pengendalian pencemaran kualitas air pada Badan Penerima.

Pasal 3

Pemberinn arahan, pedoman, pembinasn dan pengawasan sehagaimena dimaksud dalam
Pasal 2, bertujuan untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikroorgamisme
yang bermanfaat dan terdapat dalam badan air sehagai kehutuhon manusia,

BARB 111
PERIZINAN
Pasal 4

(1) Setiap orang stau badan yang menyclenggarskan kegiatan dan/mtsu usaha yang
menghesilken limbah cair dan diperkirakan dapar menimbulkan dampak terhadap
lingkungzan hidup, wajib mengelola limbah coimya terlebih dabuly sebelum dibuang
ke media lingkungan sesuai dengan ketentusn peraturan perundang-undang yang
berlaku

(2) Setiap orang atau hadan vang akan melakukan pembuangan (dumping) limbah cair ke
Badan Penerima/media lingkungan dalam Daerah, wajib memiliki izin dar Walikota,

Pazal 5

(1) Untuk mendapatkan izin schagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemchon
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

(2)Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
persyaratan sehagai berikut :

a Memiliki Instalasi Pengelolasn Air Limbah (IPAL) beserta saluran
pembuangan limbah cair dan alat debit ukur permanen.

b. Rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas limbah cair vang
dibugng dari laboratorium rujukan.

c. Surat pernyataan skan melakukan pembusngan limbah cair sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

d. Surat pernyataan kesangpupan untuk melakukan pembavaran ganti rugi
dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat
pembuangan limbah cair dari kegiatan,

e, Melampirkan Site Plan dan surat kepemilikan tanah,

f.  Melampirkan denah lokasi.

g Melampirkan foto copy KTP, Rekening Air dan Surst [7in Gangguan.
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h. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi
sefiagp usaha atau kegiatan yang berdampak penting dan dokumen
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi
vang tidak berdampak penting.

BAR IV

USAHA PELAYANAN PENGOLAHAN ATAU
FEMERIKSAAN LIMBAH

FPasal &

(1} Usaha pelayanan pengolshan atau pemeriksaan limbah yang dilakukan oleh oTENE
pribadi atau badan wajib memiliki izin dar W alikota,
(2} Tzin schagaimana dimaksud pada avat (1), berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga)

tishun dan sctiap 1 (satu) tahun dilakukan evalus oleh BLH yang bertanggungjawab
dibidang pengolahan limbah,

(3} Persyaratan izin usaha pelayanan pengolahan atau pemeriksaan limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengin Peraturan Walikota,

Pasal 7

Pembinasn dan pengawasan usaha pelayansn pengolshan stau pemeriksaan linbah
sebagaimany dimaksud dalam Pazal 6, dilakukan oleh Walikota melalui BLH.

Pasal B

Hasil setisp pelayanan pengolahan atay pemeriksaan limbah yang dilakukan, wajib
dilaporkan kepada Walikota melalui BLH,

Fasal %

BLH bekerjasama dengan Instansi terkait meneliti permohonan izin sebagaimana
dimak=ud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Fasal 10

(1) lrin sebagaimena dimaksud dalam Pasal 4, berlaku selama kegiatan perusshaan
tersebut berjalan.

{2) Untuk pengendalian izin schagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib
melakukan daftar ulang setiap 3 (tga) tahon sekali.

Pasal 11
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dicabut apabila :

izin dipindahtanganken;

bemkhirmya kegiatan; .
pemegang izin fidak melakukan kepiotan usaha selama 2 (dua) tabun sejak
dikeluarkennya izin;

terjadi perubahan proses produlksi |

penambahan kapasitas [PAL | dan

melakukan pelangparan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

pep

i ol



Pasal 12

(1}Pencabutan izin schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11,
dilakukan setelah diberikan teguran tertulis darl Instansi teknis
sebanyak 3 {tiga) kali berturut-turut melalui Surat Peringatan Pertama, Kedua dan
Ketign masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.

[2,'|A.|Iul:riln peringatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diindshkan oleh Pemegang izin, maka Walikota mengeluarkan Surat
Peringatan Terakhir dalam tenggang wakin 7 x 24 Jam.

(3} Apabila Peringatan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat [2) tidak
Juga diindahkan, maka izin dicabut,

Pasal 13

lxin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalem hal Perusahaan tersebut
dalam kegiatannya membahayakan kepentingen umum,

BAB YV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(]}]fembimm_:l dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengendalian pembamngan
Timbah cair secara teknis operasional dilaksanakan oleh Walikota melalui BLH yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

(2)Walikota melalui BLH bertugas dan berwenang  melakukan pembinaan  dan
pengiwasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan
Peraturan Daeruh ini dan peraturan perundang-undengan yang lebih tinggi.

(3)Kepala Badan wajib melaporkan pelaksenaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada Walikota.

(4)Dalam rangka pembinaan, pengawssan dun pengendalion pencemaran lingkungan,
BLH melakukan sampling limbah cair minimal 3 (Hga) bulan sekali dan dilakukan uji
laboratorium.

{5} Untuk kepentingan pengawasan setiap pemegang izin wajib memnberikan kesempatan
kepada pejabat yang ditnjuk uniuk mengadakan pemeriksann terhadap kualitas
limbah cairmya melalui uji laboratorium serta data vang diperlukan.

() Biaya uji laboratorium sebagaimona dimakesud pada ayat (4) dan avat (5), dibebankan
kepadn pelaky wssha kegiatan scsuai dengan kefenfuan peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Fasal 15

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan induostri, kawasan khusus,
fasilites wnum, fesilitas sosal dan fasilites leinnys, wajib menyediakan fasilitas
pengalahan limbah.

Pazal 16

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mendapat izin Walikota wajib :

a. Memenuhi bako mutu limbah cair sesuai dengan karakteristik usaha'kegiatan
sebelum dibuang ke badan penerima.

b. Membuat saluram limbah cair yang kedop air sehinggn tidak terjadi
perembesan limbah cair ke lingkunpgan.

¢. Memasang alat ukur debit dan sarana pengambilan sample pada owtlet unit
pengolahan air limbah.

d. Mencatat debit limbah cair harian buangan limbah cair tersebut,

Memisahkankan saluran pembuangan limbah cair dengan air hujan.

Melakukan swapantau analisa limbsh cair setiap 1 (satu) bulan sekali dan

dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup,

e
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Tidak melakukan pengeceran limbah cair.

Tidak membuang air limbah yang mengandung radio aktif ke airfbadan
pencrima.

i. Memiliki surana den prosedur penanggulangan keadaan darurat.

j- Tidak melakukan pembuangan sccars sckaligus dalam satu ssal amau
melepaskan dadakan.

]

Pasal 17

(1} Apabila pelayanan pengolahan limbah cair telah disediaken, dimiliki dan‘atoy dikelola
secara khugug oleh Pemerintah Kota atau diperoleh dari hibah pihak ketiga dalam
bentuk instalasi pengolaban limbah, maka kepada penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan dikenakan retribosi.

(2} Besamnya tasif retribusi schagaimana dimoksud pada ayat (1), bebih lanjut ditetapkan
denpan Peraturan Daerah.

BAB V1
SANKSI ADMINSTRATIF
Fasal 18

(1) Walikota menetapkan sanksi sdministratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau
mu]]kﬂ dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin pembuangan
1 CANr.

(2} Dalam hal pemilik wsihafzin tidak mematuhi segala ketentuan yag tercantum dalam
surut izin dan atau tidak memberikan kesempatan pada petugas untuk melakukan
pemerik=aan akan dikenakan sanksi admindistratif, berupa:

a.  teguran tertalis ;

b. penghentian kegisan dan/atau usaha untuk sementars ;
c.  pencabutan izin ; dan

d. penghentian kegiatan den/stau usaha untuk selamamya,

{3) Ketentuan mengenai  tata cara penjanhan sanksi  admimistratif  sehagaimana
dimaksusdkan pada ayal (1), lebih lanjist ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

BAB VII
PENYIIMEAN

Pasal 19

(1} Penyidikan terhadap pelanggaran Peratwran Daerah ini dilakukan oleh Penyidik
sehagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

{2) Selam Penmyidik tersebul sebagmimans dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai
Megeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang :

a, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; )

b. melakukan pemeriksasn tethadap setisp oranga yvang diduga melskukan tindak
pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; N

<. meminta keterangan dan bahan bukti dan setiap orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolann lingkungan hidup;
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d. melakukan pemeriksian atas pembukan, catatan dan dokumen luin berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksan ditempat lertentu yang diduga terdapat bahan bukt,

- chm:mun dan dokumen Lain;

L mel pﬂuimnl:ﬁnﬂphlmdmharuqhﬁlpﬂmggﬂm d

dijadikan bukti dalam perkama tindak pidana dibidang mr]imii::fn Ei:

wlahﬂr::hﬂakunw hichups

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan idikan tindak pidana

dibidang perlindungan den pengelolaan “ngkmuzﬁs%m p

menghentikan penyidikan;

memasuki tempat lertentu, memotret, dan/atn membuat rekaman audio visual;

mcl.&lmkm‘l pengpeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain

yung diduga merupakan tempat dilakukannyn tindak pidana: dan/atau

menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

oo m

F

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daersh ini, disncam dengan hulkuman
pidana kurungan paling lama 3 {tiga) bulan atay denda paling banyak Rp. $0.000.000,-
{lima puluh juta rupiah).

(2) Selain ketertuan pidana schagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang
telsh diatur dengan ketentusn peraturan yang lebih tinggi diancam pidana scsuai
dengan ketentuan peraturan perandang-undangan yang berlaku,

(3) Tincak pidana sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalsh pelanggaran.

BAR IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

(1} Lzin yang telah diberikan schelum berlakunya Peraturan Daerab ind, sepanjang tidak
bertentangen dengan ketentusn peraturan perundang-undangan, tetap berlaku zampai
habis masa berlakunya,

{2) Selambat-lambatnya dalom waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Dacrab
inl, seliap orang atau badon yanp mempunyal Kegiatan demfatan ussha yang
menghasilkan  limbah cair, harus sudah mengajukan permohonan izin  kepada
Walikota

BAB X
KETENTUAN PENUTUPF
Pasal 22
Dengan diberlakukannya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Dacrah Kota Palembang
Momor 27 Tabun 2002 tentang Fembinaan dan Retribusi Femberian [zin dan Pembuangan

Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Momor 40) bescriz
peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

(1) BLH adalah sebagal Sstusn Kerja Peranghkat Dasrsh teknis pelaksansg  Peraturan
Daerah mi.

(2) Hal-hal yang bersifiat teknis belum distur dalam Peraturan Daerah ini, Sepanfang
mengenal pelaksanmanmya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikote, sesuni dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlskn,

Pasal 24
Peraturun Dzerah ini mulai berlaku pada tanggal divndengkan.

Apar setiap oring mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 November 2011




